
ABSTRAK 

Judul Penelitian : Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Pajak Atas Pembelian 

Barang Tang Dibiayai Pemerintah Daerah sesuai Undang Undang 

Pajak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri 

Dosen Pembimbing : Khasanah Sahara, SE., MSA 

: Moch. Wahyudi, SE., MM 

Nama Mahasiswa  : Erna Fauziana NPM - 14130310233 

Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Pajak Atas Pembelian Barang Sesuai Undang-undang 

Pajak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri terdiri dari variabel pembelian barang 

yang dibiayai pemerintah daerah dan Undang undang pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menyesuaikan perhitungan dan perlakuan akuntansi pajakdiantaranya Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kediri dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Metode penelitian ini 

metode Hasil deskriptif kuantitatif. menggunakan penelitianmenunjukkan bahwa perhitungan 

Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang 

berlaku. Begitu juga dengan Perhitungan PPh Pasal 22 secara keseluruhan sudah mengikuti 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2017. Akan tetapi ada beberapa transaksi 

dengan harga pembelian dibawah batas minimal yang dikenakan PPh pasal 22 dipungut oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri masih dipungut PPh Pasal 22 walaupun tidak secara 

keseluruhan. 

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu ialah peneliti tidak hanya meneliti perhitungan 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang akan tetapi juga Pajak Pertambahan Nilai 

serta perlakuan akuntansi pajak atas perhitungan pajak pembelian barang. Yang mana peneliti 

terdahulu hanya meneliti perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adanya transaksi yang mana pada peraturan perundang undangan 

Pajak yang berlaku tidak perlu adanya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 akan tetapi dipungut 

Pajak Penghasilan Pasal 22. Dengan adanya sebagian perhitungan yang tidak sesuai dengan 

Undang undang Pajak diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dalam perhitungan Pajak atas 

pembelian barang lebih cermat lagi dalam menyikapi perkembangan peraturan perpajakan 

terbaru. 

Kata kunci : Pembelian barang yang dibiayai pemerintah daerah, Undang -undang Pajak 


